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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE (TOR) 
Tahun Anggaran 2026 

 

Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 
Kalimantan Barat 

Bidang : Perlindungan Masyarakat 

Seksi : Pelatihan dan Mobilisasi 

Program : Program Peningkatan Ketenteraman Dan 
Ketertiban Umum 

Prioritas Daerah : Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata 
pemerintahan yang baik 

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

Sasaran Kegiatan : Presentase penanganan gangguan 
ketenteraman dan ketertiban umum 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Persentase penurunan jumlah laporan 
gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 
di Kalbar 

Klasifikasi Rincian Output (KRO) : Fasilitasi dan peningkatan kapasitas satuan 
perlindungan masyarakat dalam mendukung 
ketenteraman dan ketertiban umum lintas 
kabupaten/kota 

Indikator KRO : Jumlah kegiatan fasilitasi dan pelatihan yang 
dilaksanakan 

Rincian Output : Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pelatihan 
peningkatan kapasitas SDM Satlinmas lintas 
kabupaten/kota 

Outcomes : Meningkatnya efektivitas penanganan 
gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 
secara lintas daerah di Provinsi Kalimantan 
Barat melalui penguatan kapasitas SDM 
Satlinmas 

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan 
Pelindungan Masyaraka 

Sasaran Sub Kegiatan : Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata 
pemerintahan yang baik 

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah SDM Satuan Perlindungan 
Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 

Rincian Output Sub Kegiatan : Jumlah SDM Satuan Perlindungan 
Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 
sebanyak 120 Orang 

Outcomes Sub Kegiatan : Meningkatnya kapasitas, profesionalisme, dan 
kesiapsiagaan anggota Satuan Perlindungan 
Masyarakat (Satlinmas) dalam mendukung 
penanganan gangguan ketenteraman dan 
ketertiban umum serta perlindungan 
masyarakat secara lintas daerah di Provinsi 
Kalimantan Barat. 

Jumlah Anggaran : Rp. 287.448.000,- 
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PROGRAM KEGIATAN SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR OUTPUT JUMLAH 
ANGGARAN 

Program 
Peningkatan 
Ketenteraman 
Dan Ketertiban 
Umum 

Penanganan 
Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) 
Daerah Provinsi 

Peningkatan 
Kapasitas SDM 
Satuan 
Pelindungan 
Masyarakat 

Jumlah SDM Satuan 
Perlindungan 
Masyarakat yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasanya 

Jumlah SDM Satuan 
Perlindungan 
Masyarakat yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasanya sebanyak 
120 Orang 

 Rp. 287.448.000,- 
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1. Latar Belakang 
a) Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 7. Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6332); 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2oi8 
Nomor 2); 

f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 
Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan 
Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 934.) 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1114); 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat 
Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 548) 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 
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Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
Tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah; 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 
Tentang Sarana Dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat 
Dan Satuan Pelindungan Masyarakat; 

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos 
Pelayanan Terpadu; 

o. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana 
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026; 

p. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 44/SATPOLPP/2024 tentang 
Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat. 

 
b) Gambaran Umum 

1. Latar Belakang  
Dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban yang 

berkelanjutan di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Satpol PP 
Provinsi secara konsisten mengembangkan program peningkatan kapasitas dan 
penguatan kelembagaan Satlinmas. Sebagai salah satu elemen strategis 
perlindungan masyarakat, Satlinmas memiliki tugas penting dalam menjaga 
ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum), membantu penanggulangan 
bencana, serta mendukung pengamanan pemilu dan kegiatan sosial 
kemasyarakatan. 

Situasi geopolitik, dinamika sosial, dan potensi bencana di Kalimantan 
Barat terutama pada wilayah penyangga provinsi seperti Kota Pontianak, 
Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah—memerlukan kesiapsiagaan 
personel Satlinmas yang profesional, disiplin, dan terlatih. Ketiga daerah ini 
menjadi pusat aktivitas ekonomi, transportasi, serta pintu masuk keluar lintas 
kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga memiliki tingkat kerawanan gangguan 
trantibum dan kebencanaan yang relatif tinggi. 

 
2. Fokus dan Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada Tahun Anggaran 2026, kegiatan diarahkan pada peningkatan 
kualitas, kuantitas, dan sinergi antar Satlinmas melalui pelatihan, patroli wilayah, 
monitoring evaluasi (monev), serta pembinaan kelembagaan. Adapun ruang 
lingkup kegiatan meliputi: 
a) Patroli Wilayah Dan Pengamanan Trantibum 

Patroli wilayah dilakukan secara berkala dan insidental pada lokasi-lokasi 
strategis, khususnya di wilayah penyangga provinsi. Tujuannya adalah: 
• Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan trantibum, seperti 

tawuran, unjuk rasa, konflik sosial, dan tindakan kriminalitas di kawasan 
padat aktivitas publik; 

• Mengamankan objek vital dan ruang publik, termasuk terminal, pasar, 
fasilitas pemerintahan, dan jalur transportasi utama; 

• Pengamanan kegiatan unjuk rasa dan aksi massa, baik yang berskala lokal 
maupun regional; 

• Pelibatan anggota Satlinmas dalam operasi bersama dengan Satpol PP, 
TNI, Polri, dan unsur keamanan lainnya. 

b) Monev Satgas Linmas Dan Pembinaan Kabupaten/Kota 
Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan untuk: 
• Menilai tingkat pembentukan dan efektivitas Satgas Linmas di tingkat 

Kabupaten/Kota, Satgas Linmas kecamatan dan Satlinmas desa/kelurahan; 
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• Mendorong percepatan pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat 
(Satlinmas) di tingkat desa/kelurahan yang hingga saat ini belum memiliki 
kelembagaan secara formal, serta memperkuat dan mengefektifkan 
kelembagaan Satlinmas yang telah terbentuk namun belum optimal dalam 
struktur, fungsi, dan peranannya, guna menjamin kehadiran Satlinmas 
sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat di tingkat paling bawah; 

• Memberikan rekomendasi peningkatan kapasitas kelembagaan Satlinmas 
dan dukungan sarana prasarana; 

• Mengidentifikasi dan mengatasi kendala operasional Satlinmas di 
lapangan, seperti minimnya pelatihan, kurangnya koordinasi antar sektor, 
dan lemahnya pelibatan dalam kegiatan strategis. 

c) Pembantuan Peningkatan Kapasitas Satlinmas 
Melalui pendekatan kolaboratif, Satpol PP Provinsi memfasilitasi pelatihan 
teknis dan non-teknis untuk: 
• Peningkatan kapasitas individu Satlinmas dalam hal komunikasi lapangan, 

kepemimpinan, mitigasi konflik, dan pertolongan pertama; 
• Simulasi penanggulangan bencana, termasuk pelatihan evakuasi warga, 

pemadaman kebakaran ringan, dan logistik kebencanaan; 
• Pelatihan penggunaan aplikasi Simlinmas untuk pencatatan dan pelaporan 

kegiatan. 
d) Penanggulangan Dan Mitigasi Bencana 

Satlinmas ditugaskan untuk: 
• Tanggap terhadap bencana alam dan non-alam (banjir, kebakaran hutan 

dan lahan, bencana sosial); 
• Membantu evakuasi, pertolongan pertama, hingga pemulihan pasca 

bencana; 
• Bekerja sama dengan BPBD, Dinsos, PMI, Instansi Lainnya dan relawan 

dalam penanganan korban dan logistik. 
e) Dukungan Sosial Kemasyarakatan Dan Pemerintahan 

• Pelibatan Satlinmas dalam kegiatan pelayanan publik, seperti Posyandu, 
pengawalan kegiatan vaksinasi, upacara, dan agenda pembangunan 
daerah; 

• Dukungan terhadap program Pemerintah Daerah di tingkat desa/kelurahan, 
termasuk kegiatan integratif lintas sektor. 

 
3. Lokus Kegiatan Prioritas 

Kegiatan difokuskan pada wilayah penyangga Provinsi Kalimantan Barat, 
yang memiliki intensitas aktivitas tinggi, potensi kerawanan trantibum, serta lalu 
lintas antar daerah yang padat: 
a) Kota Pontianak 

o Sebagai ibu kota provinsi, dengan pusat pemerintahan, ekonomi, dan 
pergerakan masyarakat terbesar. 

o Lokasi strategis dalam pelaksanaan unjuk rasa, kegiatan sosial berskala 
besar, dan pusat TPS saat pemilu. 

b) Kabupaten Kubu Raya 
o Berbatasan langsung dengan Kota Pontianak, menjadi jalur keluar masuk 

ke Bandara Supadio dan pelabuhan. 
o Sering terdampak bencana (banjir, kabut asap), serta rawan konflik sosial 

akibat kepadatan penduduk dan konflik lahan. 
c) Kabupaten Mempawah 

o Wilayah pelabuhan dan transit logistik utama antar kabupaten dan 
antarprovinsi (arah ke Kalimantan Tengah). 

o Titik rawan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan ekonomi strategis 
yang berpotensi memicu konflik horizontal. 
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4. Sasaran Dan Outcome Kegiatan 
Sasaran Kegiatan: 
• 120 personel Satlinmas kabupaten/kota se-Kalimantan Barat; 
• Satlinmas desa/kelurahan yang belum aktif atau belum terbentuk; 
• Satgas Linmas tingkat kecamatan yang masih memerlukan dukungan 

pembentukan dan pelatihan; 
• Personel yang akan bertugas di TPS pada Pemilu 2024 tahap lanjutan (Pilkada 

serentak 2026). 
Outcome yang Diharapkan: 
• Terbentuknya Satlinmas yang siaga, kompeten, dan berdaya guna; 
• Meningkatnya kapasitas kelembagaan Satlinmas di tingkat desa dan 

kecamatan; 
• Penguatan koordinasi vertikal dan horizontal antara Satlinmas provinsi dan 

kabupaten/kota; 
• Terciptanya kondisi sosial yang tertib, aman, dan responsif terhadap bencana 

dan kerawanan sosial; 
• Integrasi tugas Satlinmas dengan layanan sosial seperti Posyandu, Simlinmas, 

dan perlindungan warga. 
 

c) Maksud dan Tujuan 
a. Maksud 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bidang 
Perlindungan Masyarakat, untuk memperkuat sistem perlindungan masyarakat 
secara terpadu dan berjenjang, dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, 
ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat yang efektif dan 
berkelanjutan. 
Fokus utama diarahkan pada wilayah penyangga Ibu Kota Provinsi, yang secara 
geografis dan sosial memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi, pertumbuhan 
wilayah pesat, dan berpotensi mengalami kerawanan sosial, bencana, maupun 
konflik horizontal. 

b. Tujuan: 
a. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas kelembagaan Satlinmas di seluruh 

tingkatan, melalui pembinaan dan fasilitasi pembentukan atau penguatan: 
1) Satgas Linmas Kabupaten/Kota, khususnya di wilayah strategis 

penyangga Provinsi Kalimantan Barat seperti Kota Pontianak, Kabupaten 
Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah; 

2) Satgas Linmas Kecamatan, sebagai perpanjangan fungsi koordinatif dan 
operasional dalam respons ketertiban dan kedaruratan; 

3) Satlinmas Desa/Kelurahan, sebagai kekuatan perlindungan paling dekat 
dengan masyarakat dan garda terdepan dalam mendukung program-
program pemerintah di tingkat lokal. 

b. Mendorong percepatan implementasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan 
Masyarakat, terutama dalam aspek penataan struktur kelembagaan Satlinmas 
dan penguatan kapasitas personelnya. 

c. Membangun sinergi dan kolaborasi antara lintas pemangku kepentingan, 
meliputi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan 
desa/kelurahan), TNI/Polri, BPBD, dan instansi teknis lainnya, dalam rangka 
mendukung pelaksanaan tugas Satlinmas secara terpadu dan responsif 
terhadap dinamika lokal. 

d. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan operasional personel Satlinmas 
dalam menghadapi berbagai bentuk potensi gangguan ketertiban umum, 
konflik sosial, bencana alam, dan kondisi darurat lainnya, melalui pelatihan, 
simulasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor. 
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e. Mendorong pengarusutamaan peran Satlinmas dalam kegiatan pelayanan 
publik di tingkat desa/kelurahan, seperti pengamanan Posyandu, pelaksanaan 
Pilkada/Pemilu, kegiatan sosial keagamaan, penanggulangan bencana, dan 
partisipasi dalam forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM). 

f. Mengoptimalkan peran wilayah penyangga sebagai zona stabilitas sosial, 
dengan memperkuat kehadiran Satlinmas dalam menjaga harmoni sosial, 
deteksi dini gangguan ketertiban, serta sebagai pelindung dan pelayan 
masyarakat di tingkat paling bawah. 

g. Menjadi wadah monitoring dan evaluasi kinerja Satlinmas secara menyeluruh, 
serta sebagai sarana untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang 
adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan masing-masing wilayah. 
 

d) Alasan Kegiatan dilaksanakan 
Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas, patroli wilayah, monitoring dan 

evaluasi, serta pembinaan kelembagaan Satlinmas di wilayah penyangga Provinsi 
Kalimantan Barat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor strategis dan operasional 
sebagai berikut: 
1) Meningkatnya Kompleksitas Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

(Trantibum) 
o Wilayah penyangga seperti Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan 

Kabupaten Mempawah memiliki tingkat mobilitas dan interaksi sosial yang 
tinggi, menjadikannya rentan terhadap gangguan Trantibum, seperti unjuk 
rasa, konflik sosial, dan kejahatan jalanan. 

o Ancaman gangguan Trantibum kerap muncul secara insidental dan cepat 
berkembang, membutuhkan deteksi dini serta respons cepat dari satuan di 
lapangan. 

2) Tingginya Potensi Risiko Kebencanaan 
o Kalimantan Barat, khususnya di wilayah penyangga, merupakan daerah yang 

rawan terhadap bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan 
(karhutla), serta bencana sosial lainnya. 

o Diperlukan keberadaan personel Satlinmas yang terlatih dan siaga untuk 
mendukung penanggulangan dan mitigasi bencana secara cepat, tepat, dan 
terkoordinasi. 

3) Masih Terbatasnya Kelembagaan dan Kapasitas Satlinmas 
o Masih terdapat desa/kelurahan yang belum memiliki Satlinmas secara formal, 

dan di daerah yang sudah terbentuk pun seringkali kelembagaannya belum 
berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana 
prasarana, dan pembinaan berkelanjutan. 

o Perlu percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan Satlinmas agar 
mampu berfungsi secara efektif sebagai garda terdepan perlindungan 
masyarakat. 

4) Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pelayanan Dasar Minimal 
(SPM) 
o Kegiatan ini merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan 
masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. 

o Kegiatan ini juga mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024–2026, serta perwujudan visi 
pembangunan daerah yang aman, tertib, dan tanggap terhadap bencana. 
 
Sebagai pelaksana urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan 

masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menindaklanjuti amanat Permendagri 
Nomor 26 Tahun 2020, yang memuat ketentuan pembentukan struktur Satlinmas 
secara hierarkis dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan. Namun, hingga kini masih 
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banyak daerah di Kalimantan Barat yang belum optimal dalam melaksanakan regulasi 
ini. Beberapa permasalahan yang mengemuka antara lain: 

• Belum terbentuknya Satgas Linmas Kabupaten/Kota, Satgas Linmas Kecamatan 
maupun Satlinmas Desa/Kelurahan secara resmi dan fungsional; 

• Lemahnya struktur dan kepemimpinan Satgas Linmas Kecamatan; 

• Ketidakterpaduan data dan keberadaan Satlinmas di tingkat desa/kelurahan, baik 
dari sisi kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia; 

• Ketiadaan rencana pembinaan terpadu dan sistematis dari provinsi ke 
kabupaten/kota hingga desa. 

Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab gap implementasi regulasi tersebut 
sekaligus mendorong terbangunnya sistem pelindungan masyarakat yang terstruktur, 
terorganisir, dan terlatih di seluruh wilayah penyangga. 
1) Dinamika Sosial Wilayah Penyangga yang Kompleks dan Berkembang Pesat 

Sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, wilayah seperti Kubu Raya, 
Mempawah, dan sebagian besar kawasan urban Pontianak mengalami 
pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang sangat tinggi. Kondisi ini melahirkan 
tantangan ketenteraman dan keamanan seperti: 
• Kepadatan penduduk yang memicu gesekan sosial dan konflik horizontal; 
• Maraknya permukiman kumuh dan rentan kebakaran; 
• Peningkatan angka kriminalitas jalanan dan konflik remaja; 
• Kerentanan terhadap banjir, cuaca ekstrem, dan bencana lainnya; 
• Tingginya potensi gangguan selama tahun politik atau pelaksanaan pesta 

demokrasi. 
Di tengah keterbatasan jumlah dan daya jangkau aparat formal seperti Polri 

atau TNI, maka kehadiran Satlinmas yang siaga dan memahami karakteristik lokal 
menjadi kebutuhan mutlak untuk memperkuat sistem deteksi dini dan respons 
cepat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

2) Kesenjangan Kelembagaan dan Kapasitas Linmas di Daerah 
Hasil monitoring dan supervisi menunjukkan bahwa: 
• Di sebagian besar kabupaten/kota belum terdapat struktur formal Satgas 

Linmas Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak koordinasi perlindungan 
masyarakat; 

• Di level kecamatan, banyak Satgas Linmas Kecamatan belum aktif, atau 
bahkan belum dibentuk, akibat belum adanya panduan teknis dan 
penganggaran yang memadai; 

• Di level desa/kelurahan, keberadaan Satlinmas cenderung bersifat seremonial, 
tanpa pembinaan berkelanjutan, tanpa tugas yang jelas, dan tanpa integrasi 
dalam sistem penanganan gangguan trantibum. 

Kegiatan ini diharapkan menjadi intervensi kelembagaan yang 
komprehensif, yang tidak hanya fokus pada pelatihan SDM tetapi juga pada 
pembentukan struktur, penguatan peran, dan integrasi sistem kerja lintas level 
pemerintahan. 

3) Mewujudkan Sistem Perlindungan Berbasis Masyarakat yang Responsif dan 
Siaga Bencana 

Perubahan iklim dan dinamika lingkungan di Kalbar telah meningkatkan 
frekuensi kejadian bencana seperti banjir, kebakaran permukiman, dan angin 
puting beliung. Desa dan kelurahan menjadi titik rawan yang paling terdampak. 

Tanpa kehadiran Satlinmas yang tangguh dan terlatih dalam evakuasi, 
pertolongan pertama, serta komunikasi kebencanaan, maka respons pemerintah 
akan sangat lambat dan berisiko menimbulkan korban jiwa serta kerusakan lebih 
besar. 
Dengan adanya kegiatan ini, anggota Satlinmas dan Satgas Linmas akan: 
• Dibekali dengan kemampuan dasar penanggulangan bencana; 
• Diposisikan sebagai mitra utama BPBD, PMI, dan Dinas Sosial di lapangan; 
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• Membentuk jejaring siaga berbasis RT/RW yang memperkuat ketahanan lokal. 
4) Penguatan Ketahanan Sosial dan Stabilitas Wilayah Provinsi 

Satlinmas sebagai bagian dari sistem pertahanan sipil berperan menjaga 
ketertiban dan stabilitas dari bawah. Di wilayah penyangga, yang merupakan jalur 
masuk dan keluar utama mobilitas penduduk dan barang, gangguan ketertiban 
kecil dapat merambat menjadi gangguan stabilitas regional. 

Satgas Linmas yang aktif di kabupaten/kota dan kecamatan dapat 
berfungsi sebagai filter awal untuk meredam konflik sosial, mengawasi mobilitas 
massa, hingga mendukung kegiatan pengamanan pada momen-momen strategis 
seperti: 
• Pemilihan Kepala Desa; 
• Hari-hari besar keagamaan dan nasional; 
• Demo atau aksi unjuk rasa masyarakat; 
• Kegiatan pelayanan publik massal seperti vaksinasi, distribusi bantuan, atau 

penanganan PMKS. 
Dengan demikian, kegiatan ini akan menjadi bagian penting dari arsitektur 

stabilitas sosial wilayah Kalimantan Barat. 
5) Optimalisasi Peran Satlinmas dalam Mendukung Layanan Publik di Tingkat Lokal 

Di tengah meningkatnya peran desa dan kelurahan sebagai pusat layanan 
masyarakat (termasuk Posyandu, PKK, dan pelayanan sosial lainnya), Satlinmas 
dapat berfungsi: 
• Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelayanan berlangsung; 
• Mengedukasi masyarakat dalam hal disiplin protokol layanan publik; 
• Menjadi penghubung informasi antara warga dan pemerintah desa. 

Melalui kegiatan ini, Satlinmas dapat diberdayakan secara nyata dan diberi 
peran taktis dalam mendukung fungsi pemerintah desa/kelurahan, sehingga tidak 
lagi dianggap sebagai “pasukan cadangan yang pasif”. 

6) Mendorong Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Tingkat Pemerintahan 
Kegiatan ini juga merupakan medium untuk membangun koordinasi lintas level, 
khususnya: 
• Antara Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kabupaten/Kota; 
• Antara pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan dalam urusan pembinaan 

Satlinmas; 
• Antara pemerintah daerah dan lembaga keamanan (TNI/Polri), BPBD, serta 

organisasi sosial kemasyarakatan dalam penanganan darurat. 
Kegiatan ini akan membuka ruang kolaborasi dan memastikan bahwa 

peran Satlinmas dan Satgas Linmas terintegrasi dalam sistem perlindungan 
masyarakat daerah secara berkelanjutan. 

 
e) Dampak Negatif Jika Tidak Dilaksanakan: 

Kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan 
Satlinmas memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan urusan 
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah. 
Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka akan timbul berbagai dampak 
negatif yang signifikan, baik secara kelembagaan, sosial, maupun terhadap 
pencapaian kinerja daerah. 
1) Rendahnya Kesiapsiagaan dan Kapasitas Anggota Satlinmas 

• Tanpa pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembinaan, anggota Satlinmas 
di tingkat desa/kelurahan akan kekurangan pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap dasar yang dibutuhkan dalam menghadapi tugas-tugas di 
lapangan, terutama dalam penanggulangan gangguan ketenteraman dan 
ketertiban umum, serta bantuan penanganan bencana. 

• Hal ini akan berdampak pada minimnya profesionalitas dan reaktivitas 
Satlinmas dalam situasi darurat, yang berisiko memperbesar dampak 
sosial, ekonomi, dan keamanan bagi masyarakat. 
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2) Terhambatnya Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota dan 
Kecamatan 

• Tidak adanya fasilitasi dari Pemerintah Provinsi akan menyebabkan 
lambannya realisasi pembentukan Satgas Linmas di kabupaten/kota dan 
Satgas Linmas Kecamatan, yang menjadi salah satu amanat dari 
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 

• Daerah yang belum membentuk Satgas Linmas akan kesulitan 
mengoordinasikan anggota Satlinmas dalam skala luas, baik dalam 
konteks penanganan gangguan sosial maupun kegiatan kemasyarakatan 
strategis. 

3) Lemahnya Sinergi Antarinstansi dan Antarlevel Pemerintahan 

• Kegiatan ini memiliki fungsi penting sebagai wadah koordinasi antara 
perangkat daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum, 
serta instansi terkait seperti BPBD, Dinas Sosial, TNI, Polri, dan unsur 
pemerintah desa/kelurahan. 

• Tanpa forum fasilitasi ini, akan terjadi tumpang tindih tugas, lemahnya alur 
komando, serta tidak sinkronnya langkah-langkah perlindungan 
masyarakat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa. 

4) Menurunnya Partisipasi Satlinmas dalam Program Lintas Sektor seperti 
Posyandu dan Ketahanan Sosial 

• Satlinmas juga memiliki fungsi pendukung dalam kegiatan pelayanan dasar 
masyarakat seperti Posyandu, pelayanan kesehatan, dan ketahanan sosial 
di kelurahan. 

• Ketiadaan pembinaan dan sinergi lintas program akan membuat potensi ini 
tidak tergarap, yang pada akhirnya memperlemah daya dukung sosial 
Satlinmas terhadap pembangunan berbasis masyarakat. 

5) Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Aparat Perlindungan Masyarakat 

• Masyarakat akan merasakan langsung dampak dari tidak berfungsinya 
Satlinmas secara maksimal di lingkungan mereka, seperti lambatnya 
penanganan gangguan lingkungan, kurangnya keterlibatan dalam kegiatan 
sosial, serta tidak adanya respons cepat dalam keadaan darurat. 

• Hal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran 
pemerintah dalam melindungi, melayani, dan memberdayakan mereka 
secara nyata. 

6) Gagalnya Pencapaian Target Kinerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum 

• Tanpa kegiatan ini, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja 
daerah (IKD) dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 
pelindungan masyarakat tidak dapat tercapai. 

• Hal ini akan berdampak pada penilaian kinerja pemerintah daerah, 
termasuk evaluasi dari inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri, serta 
berisiko terhadap pengurangan dukungan dana dekonsentrasi atau Dana 
Alokasi Khusus (DAK) tematik. 

7) Meningkatnya Risiko Konflik Sosial dan Kerawanan Wilayah 

• Daerah-daerah dengan potensi konflik sosial, perbatasan, atau dengan 
keanekaragaman budaya dan etnisitas seperti di Kalimantan Barat, sangat 
membutuhkan kehadiran Satlinmas yang sigap dan berwawasan lokal. 

• Tanpa pembinaan dan fasilitasi rutin, wilayah-wilayah tersebut akan 
menjadi lebih rentan terhadap konflik horizontal, gangguan SARA, 
perusakan fasilitas umum, serta potensi mobilisasi massa liar yang dapat 
mengancam stabilitas daerah. 

8) Tidak Tersalurkannya Aspirasi dan Kebutuhan Satlinmas Daerah 

• Kegiatan fasilitasi juga menjadi sarana untuk menjaring aspirasi, kendala 
operasional, dan kebutuhan Satlinmas di tingkat kabupaten/kota dan desa. 
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• Jika kegiatan tidak dilaksanakan, akan terjadi miskomunikasi antara 
pemerintah provinsi dan daerah dalam hal kebijakan, dukungan anggaran, 
distribusi atribut dan sarana-prasarana Satlinmas, serta pembaruan 
regulasi teknis. 

 
f) Penerima Manfaat 

Kegiatan peningkatan kapasitas dan pembinaan kelembagaan Satlinmas yang 
dilaksanakan di wilayah penyangga Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk 
memperkuat peran serta fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung 
ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di tingkat 
desa, kelurahan, dan kecamatan. Melalui kegiatan ini, berbagai pihak yang terlibat 
baik secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat strategis yang 
mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan responsif terhadap 
berbagai tantangan sosial dan kebencanaan. 

Manfaat dari kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh personel Satlinmas 
sebagai pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga oleh pemerintah daerah, lembaga 
pelayanan publik, serta masyarakat luas. Peningkatan kapasitas, pemahaman 
regulasi, dan penguatan kelembagaan menjadi fondasi penting dalam menciptakan 
sinergi antarinstansi dan optimalisasi peran Satlinmas dalam mendukung pelayanan 
publik dan perlindungan sosial di daerah. 

Berikut disajikan rincian penerima manfaat kegiatan ini, jenis manfaat yang 
diperoleh, serta penjelasan dampak positifnya terhadap penyelenggaraan ketertiban 
dan perlindungan masyarakat: 

 
Tabel Penerima Manfaat  

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Satlinmas 
 

No. Penerima Manfaat Jenis Manfaat Penjelasan Manfaat 

1. Personel Satlinmas 
(Desa/Kelurahan, 
Kecamatan, 
Kabupaten/Kota) 

- Peningkatan 
kapasitas dan 
kompetensi 

- Peningkatan 
kesiapsiagaan dan 
profesionalisme 

Satlinmas memperoleh 
pengetahuan dan keterampilan 
baru melalui pelatihan teknis dan 
non-teknis, termasuk penggunaan 
Aplikasi Simlinmas, 
penanggulangan bencana, 
pengamanan kegiatan, serta 
pelayanan masyarakat sehingga 
lebih siap dan profesional dalam 
menjalankan tugas. 

2. Pemerintah 
Desa/Kelurahan dan 
Kecamatan 

- Penguatan 
kelembagaan 
Linmas 

- Dukungan terhadap 
layanan publik dan 
keamanan 
lingkungan 

Keberadaan Satlinmas yang aktif 
dan terlatih membantu dalam 
menjaga keamanan kegiatan 
pemerintahan, pelayanan 
masyarakat seperti Posyandu, 
pemilu/pilkada, serta membantu 
dalam penanganan situasi darurat 
di tingkat lokal. 

3. Pemerintah 
Kabupaten/Kota dan 
Provinsi 

- Efektivitas 
penyelenggaraan 
trantibum 

- Implementasi 
kebijakan secara 
optimal 

Membantu pemda dalam 
mewujudkan sistem perlindungan 
masyarakat yang kuat dan 
terkoordinasi, mendukung 
pelaksanaan Permendagri No. 26 
Tahun 2020 serta memperkuat 
sinergi antara provinsi dan 
kabupaten/kota dalam hal 
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No. Penerima Manfaat Jenis Manfaat Penjelasan Manfaat 

pembinaan dan pengendalian 
Linmas. 

4. Masyarakat Umum - Rasa aman dan 
nyaman 

- Perlindungan di 
wilayah rawan 
gangguan 

Masyarakat memperoleh rasa 
aman melalui kehadiran Satlinmas 
yang siaga dan responsif terhadap 
potensi gangguan ketertiban, 
bencana, dan konflik sosial, 
terutama di wilayah padat 
penduduk, pusat kegiatan, dan 
daerah rawan. 

5. Lembaga Layanan 
Sosial dan Kesehatan 
(Posyandu, 
Puskesmas, Dinas 
Sosial, dll) 

- Dukungan 
operasional 
lapangan 

- Kelancaran 
kegiatan pelayanan 
sosial 

Satlinmas membantu 
pengamanan dan pengawalan 
kegiatan pelayanan publik seperti 
Posyandu, vaksinasi, dan 
distribusi bansos sehingga 
kegiatan berjalan lancar, aman, 
dan tertib, serta meningkatkan 
kepercayaan masyarakat 
terhadap pelayanan pemerintah. 

6. BPBD, TNI/Polri, dan 
Instansi Keamanan 
Terkait 

- Mitra operasional 
lapangan 

- Sinergi dalam 
penanganan 
bencana dan 
pengamanan 

Satlinmas menjadi mitra strategis 
yang siap diterjunkan dalam 
kegiatan tanggap darurat, 
evakuasi, pengamanan acara, 
serta kegiatan patroli dan 
pemantauan wilayah, sehingga 
memperkuat kolaborasi dan 
efektivitas lintas sektor dalam 
menjaga stabilitas daerah. 

 
 

1. Strategi Pencapaian Keluaran 
Strategi pencapaian keluaran kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas 

kelembagaan dan operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di 
kabupaten/kota penyangga Provinsi Kalimantan Barat agar mampu menjalankan 
perannya secara efektif dan profesional, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan 
ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta mendukung 
layanan publik berbasis wilayah seperti Posyandu. Strategi ini disusun dengan 
pendekatan holistik dan berkelanjutan, yang melibatkan penguatan regulasi, 
pengembangan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem informasi, serta 
peningkatan sinergi lintas sektor baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, 
kabupaten/kota, hingga provinsi. 
a) Strategi Umum 

1. Pendekatan Integratif dan Partisipatif 
Strategi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pelibatan aktif 
seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa/kelurahan, camat, 
dinas teknis, BPBD, Dinas Kesehatan, dan lembaga kemasyarakatan seperti kader 
Posyandu. 

2. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan 
Dorongan pembentukan regulasi daerah (SK Bupati/Wali Kota, Peraturan Desa, 
SK Camat/Lurah) menjadi prioritas utama untuk melegitimasi keberadaan dan 
peran Satlinmas serta Satgas Linmas. 
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3. Pengembangan Kapasitas Satlinmas 
Pelatihan teknis dan substantif bagi anggota Satlinmas, perangkat kelurahan, dan 
petugas teknis dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapsiagaan 
personel dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat. 

4. Digitalisasi Manajemen Satlinmas melalui Aplikasi Simlinmas 
Penerapan teknologi informasi difokuskan untuk mempercepat pemetaan anggota 
Satlinmas, wilayah tugas, serta pelaporan kegiatan secara real-time melalui 
Aplikasi Simlinmas. 

5. Monitoring Berbasis Evaluasi Kolaboratif 
Pemantauan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan mengintegrasikan 
evaluasi lapangan, umpan balik dari pemerintah daerah, serta analisis data 
berbasis Simlinmas sebagai dasar perbaikan program. 

 
b) Strategi Teknis Operasional 

1) Tahapan Perencanaan 
Tahapan Uraian Strategis 

1. Identifikasi Daerah 
Prioritas 

Pemilihan kabupaten/kota penyangga berdasarkan kriteria 
strategis seperti kedekatan geografis dengan ibukota provinsi, 
jumlah anggota Satlinmas aktif, dan status pembentukan Satgas 
Linmas. 

2. Analisis Situasi 
dan Pemetaan 

Pemetaan kapasitas kelembagaan, regulasi eksisting, jumlah 
personel, dukungan anggaran daerah, dan potensi integrasi 
program Satlinmas dengan kegiatan lainnya. 

3. Konsolidasi dan 
Koordinasi Awal 

Penguatan komitmen dan sinergi dengan pemerintah 
kabupaten/kota, camat, dan lurah/kades dalam mendukung 
pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif dan terstruktur. 

4. Penyusunan 
Rencana 
Operasional 

Perumusan desain kegiatan mencakup jadwal pelaksanaan, 
metode, materi pelatihan, narasumber, alokasi anggaran, hingga 
pengukuran indikator kinerja. 

5. Persiapan Teknis 
dan Logistik 

Penyiapan SDM fasilitator, perangkat kegiatan, bahan ajar, akun 
Simlinmas, serta dukungan logistik yang diperlukan di masing-
masing lokasi pelaksanaan. 

 
2) Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan Deskripsi Kegiatan 

1. Sosialisasi dan 
Advokasi Kebijakan 

Penyampaian arah kebijakan dan dasar hukum Permendagri 
No. 26 Tahun 2020 dan Permendagri No. 13 Tahun 2024 
kepada pemda, camat, desa/kelurahan, serta perangkat terkait. 

2. Bimbingan Teknis 
Satlinmas 

Pelatihan teknis tentang tugas, fungsi, serta peran strategis 
Satlinmas dalam mendukung ketertiban umum, 
penanggulangan bencana, serta integrasi dengan Posyandu. 

3. Workshop Simlinmas 
dan Data Entry 

Pelatihan penggunaan Aplikasi Simlinmas, verifikasi dan entri 
data anggota Satlinmas, serta pelatihan pelaporan kegiatan 
secara digital. 

4. FGD Kolaboratif 
Lintas Sektor 

Diskusi terfokus untuk menyusun peta jalan integrasi Satlinmas 
dengan layanan Posyandu, forum KSB, dan kegiatan 
masyarakat lainnya, bersama mitra sektor teknis dan sosial. 

5. Pendampingan 
Pembentukan 
Satgas 

Asistensi langsung pembentukan Satgas Linmas kecamatan 
atau desa, penyusunan SK, penetapan wilayah tugas, dan 
pembagian peran antar anggota. 
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3) Tahapan Monitoring dan Evaluasi 

Tahapan Uraian Aktivitas Evaluatif 

1. Monitoring 
Pelaksanaan 

Pengumpulan data dan observasi langsung terhadap pelaksanaan 
kegiatan, keterlibatan peserta, serta keberfungsian kelembagaan 
Satlinmas di lokasi sasaran. 

2. Evaluasi Proses 
dan Output 

Penilaian terhadap kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan 
kegiatan, termasuk efektivitas metode, kualitas fasilitator, dan 
kepuasan peserta. 

3. Evaluasi Dampak 
Awal 

Identifikasi perubahan perilaku kelembagaan, perbaikan struktur 
organisasi, dan peningkatan kolaborasi Satlinmas dengan 
program lain di tingkat lokal. 

4. Laporan dan 
Rekomendasi 

Penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi 
kelanjutan program dan replikasi kegiatan di wilayah lainnya di 
Kalimantan Barat. 

 
4) Tahapan Tindak Lanjut dan Keberlanjutan 

Tahapan Strategi Tindak Lanjut 

1. Diseminasi Hasil dan 
Praktik Baik 

Penyampaian hasil kegiatan dan praktik baik ke forum OPD, 
camat, dan kepala desa/lurah sebagai dasar penyusunan 
kebijakan replikasi di wilayah lain. 

2. Penguatan Platform 
Simlinmas 

Perluasan fitur, pembaruan data, serta pelatihan lanjutan 
pemanfaatan Simlinmas agar menjadi alat kontrol dan 
evaluasi berbasis data Satlinmas daerah. 

3. Integrasi dalam 
Rencana Kegiatan 
OPD 

Penyelarasan program Satlinmas dalam Renja Satpol PP, 
BPBD, Dinkes, dan kecamatan/desa agar menjadi bagian dari 
rencana pembangunan berbasis wilayah. 

4. Pengembangan Model 
Sinergi Wilayah 

Penyusunan model integrasi Satlinmas–Posyandu–KSB 
berbasis kelurahan/desa sebagai program unggulan Satpol 
PP Provinsi Kalbar. 

 
5) Indikator Keberhasilan Strategi 

Indikator Target 

Persentase kabupaten/kota penyangga 
yang difasilitasi 

≥ 100% dari target daerah prioritas 

Jumlah Satgas Linmas terbentuk 4 Satgas/kecamatan atau desa di wilayah 
sasaran 

Data Simlinmas yang terverifikasi dan 
aktif 

≥ 80% anggota Satlinmas di lokasi kegiatan 

Jumlah peserta bimtek yang dinyatakan 
kompeten 

≥ 90% peserta yang mengikuti penuh rangkaian 
kegiatan 

Terbitnya SK dan regulasi lokal 
Satlinmas 

≥ 50% kecamatan/desa sasaran menerbitkan 
regulasi pendukung 

Tingkat integrasi dengan Posyandu/KSB ≥ 20% lokasi kegiatan menunjukkan kerja sama 
antar sektor 
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a. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 
 

N
O 

KEGIATAN JA
N 

PE
B 

MA
R 

AP
R 

ME
I 

JUN
I 

JUL
I 

AGUS
T 

SEP
T 

OK
T 

NO
P 

DE
S 

1 Identifikasi dan seleksi wilayah prioritas             

2 Koordinasi awal dan advokasi kebijakan daerah             

3 Penyusunan rencana teknis dan logistik kegiatan             

4 Persiapan teknis: modul, Simlinmas, narasumber             

5 Pelaksanaan kegiatan fasilitasi (bimtek, FGD, 
workshop) 

            

6 Pendampingan pembentukan Satgas Linmas 
daerah 

            

7 Verifikasi dan input data anggota di Aplikasi 
Simlinmas 

            

8 Pemantauan dan evaluasi kegiatan di daerah             

9 Penyusunan laporan dan rekomendasi hasil 
kegiatan 

            

10 Diseminasi praktik baik dan replikasi kegiatan             
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b. Instansi Yang Akan Di Libatkan 
Berikut adalah nama instansi dan perannya dalam mendukung Program Peningkatan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Barat: 

 
Tabel Instansi Pendukung  

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
 

No Nama Instansi Peran Keterangan  Manfaat yang 
Diperoleh 

1.  Pemerintah 
Provinsi 
Kalimantan 
Barat 

Penentu arah 
kebijakan, 
pembina dan 
pengawas 

Memberikan regulasi, 
dukungan anggaran 
dan koordinasi lintas 
sektor 

Terwujudnya 
stabilitas daerah, 
efektivitas program 
lintas 
kabupaten/kota 

2.  Pemerintah Kota 
Pontianak 

Pelaksana 
program di tingkat 
kota 

- Menyusun dan 
melaksanakan 
program 
pembinaan 
ketenteraman dan 
ketertiban umum 
di wilayah kota 

- Penguatan 
kapasitas 
Satlinmas desa 
dan 
pengembangan 
sinergi 
kelembagaan 

- Mengoptimalkan 
koordinasi 
kecamatan dan 
desa dalam 
kegiatan Linmas 

- Peningkatan 
ketertiban dan 
keamanan 
wilayah 
perkotaan 

- Ketertiban umum 
meningkat, 
respons bencana 
lebih 
terorganisasi 

- Terciptanya 
kesiapansiagaan 
desa dalam 
gangguan 
ketertiban dan 
bencana 

3.  Pemerintah 
Kabupaten Kubu 
Raya 

Pelaksana 
program di tingkat 
kabupaten 

4.  Pemerintah 
Kabupaten 
Mempawah 

Pelaksana 
program tingkat 
kabupaten 

5.  Satpol PP 
Provinsi Kalbar 

Penanggung 
jawab teknis 
pembinaan 
Linmas 

Membina, 
memfasilitasi, 
mengevaluasi kinerja 
Satlinmas dan Satgas 
Linmas 
kabupaten/kota 

Peningkatan 
efektivitas peran 
Satpol PP sebagai 
pelindung 
masyarakat 

6.  Satpol PP Kota 
Pontianak 

Pelaksana teknis 
pembinaan 
Linmas kota 

- Menyusun 
rencana kegiatan, 
pelatihan, serta 
pengawasan 
Linmas kelurahan 

- Melakukan 
koordinasi lintas 
desa, pelatihan 
dan pemantauan 
kinerja Linmas 

- Menyusun 
kebijakan teknis, 
logistik, serta 
pelatihan Linmas 

- Dukungan 
terhadap 
keamanan 
wilayah dan 
penguatan 
kapasitas SDM 

- Peningkatan 
kapasitas 
aparatur dan 
penurunan risiko 
konflik sosial 

- Satpol PP makin 
solid dan 
operasional 

7.  Satpol PP 
Kabupaten 
Mempawah 

Pelaksana teknis  
Pembinaan 
kabupaten 

8.  Satpol PP 
Kabupaten Kubu 
Raya 
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No Nama Instansi Peran Keterangan  Manfaat yang 
Diperoleh 

Satlinmas makin 
responsif 

9.  BPBD Provinsi 
Kalbar 

Mitra dalam 
penanggulangan 
bencana 

Menyediakan 
pelatihan mitigasi dan 
tanggap darurat bagi 
Linmas 

Penguatan sinergi 
penanganan 
bencana berbasis 
masyarakat 

10.  BPBD Kota 
Pontianak 

- Pendukung 
peningkatan 
kesiapsiagaan 

- Mitra dalam 
pelatihan 
tanggap 
darurat 

- Pendamping 
kesiapsiagaan 
bencana desa 

- Mengintegrasikan 
Linmas dalam 
sistem 
penanggulangan 
bencana kota 

- Kolaborasi dalam 
kegiatan edukasi 
dan simulasi 
penanganan 
bencana 

- Fasilitasi Linmas 
untuk pelatihan 
dan peningkatan 
pemahaman risiko 

- Resiliensi kota 
dalam 
menghadapi 
bencana 
meningkat 

- Kesiapan 
masyarakat 
dalam 
menghadapi 
bencana 
membaik 

- Terbangunnya 
sistem 
peringatan dini 
berbasis 
komunitas 

11.  BPBD 
Kabupaten 
Mempawah 

12.  BPBD 
Kabupaten Kubu 
Raya 

13.  Bappeda 
Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

Integrator 
program ke dalam 
perencanaan 
daerah 

Menyelaraskan 
program Linmas ke 
dalam RKPD dan 
Renstra 

Program Linmas 
memiliki legitimasi 
dan dukungan 
anggaran 

14.  Dinas PMD 
Provinsi Kalbar 

Pembina 
kelembagaan 
masyarakat 

Integrasi Linmas 
dalam penguatan 
lembaga 
kemasyarakatan desa 

Pemberdayaan 
masyarakat melalui 
penguatan fungsi 
Linmas 

15.  Dinas PMD 
Kabupaten 
Mempawah 

Mitra 
pemberdayaan 
desa 

- Memperkuat 
Linmas dalam 
kegiatan sosial, 
budaya, dan 
keamanan 

- Pembinaan 
Linmas melalui 
pendekatan 
partisipatif dan 
inklusif 

- Keamanan dan 
kebersamaan 
masyarakat desa 
meningkat 

- Peningkatan 
kepedulian sosial 
dan keterlibatan 
masyarakat 

16.  Dinas PMD 
Kabupaten Kubu 
Raya 

17.  Dinas Kominfo 
Provinsi Kalbar 

Media informasi 
dan dokumentasi 

Sosialisasi program 
dan capaian melalui 
berbagai platform 

Meningkatkan 
kesadaran publik 
dan dukungan 
masyarakat 

18.  Dinas Sosial 
Provinsi 
Kalimantan 
Barat, Kota 
Pontianak, 
Kabupaten Kubu 
Raya dan 

Pendukung 
perlindungan 
sosial dan 
kebencanaan 

Memberikan 
perlindungan sosial 
bagi korban bencana 
dan mendukung 
peran sosial 
Satlinmas 

Meningkatkan 
jejaring sosial dan 
daya dukung 
penanganan 
kerawanan sosial 
dan bencana 
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No Nama Instansi Peran Keterangan  Manfaat yang 
Diperoleh 

Kabupaten 
Mempawah 

19.  TNI/ Polri Mitra keamanan 
dan ketertiban 

Mendukung kegiatan 
pembinaan, 
pengamanan, dan 
pelatihan bersama 
Linmas 

Meningkatkan 
sinergi keamanan 
dan stabilitas wilayah 

20.  Kecamatan, 
Desa/Kelurahan 

Pelaksana 
lapangan 

Mengorganisir Linmas 
dan kegiatan 
ketenteraman tingkat 
lokal 

Memperoleh 
dukungan koordinasi 
dan peningkatan 
kapasitas Linmas 

21.  Satgas Linmas 
Prov/Kab/Kota 

Fasilitator 
pembinaan dan 
monitoring 

Mendampingi 
pembentukan dan 
evaluasi Satlinmas 

Peran strategis 
dalam penguatan 
kelembagaan dan 
pelaporan 

22.  Satgas Linmas 
Kecamatan 

Koordinator teknis 
Linmas desa 

Menyampaikan 
arahan teknis dan 
memastikan 
operasional Linmas 

Peningkatan sistem 
koordinasi lapangan 

23.  Satlinmas 
Desa/Kelurahan 

Sasaran utama 
pembinaan 

Menerima pelatihan, 
perlengkapan, dan 
penugasan 
operasional 

Peningkatan 
keterampilan, 
kesiapsiagaan, dan 
kepercayaan diri 

24.  Masyarakat Penerima manfaat 
langsung 

Mendapatkan rasa 
aman, ketertiban, dan 
perlindungan saat 
bencana 

Lingkungan lebih 
tertib, aman, dan 
tanggap terhadap 
kondisi darurat 

25.  Media Massa Saluran publikasi 
dan edukasi 

Menyebarkan 
informasi kegiatan, 
tujuan, dan manfaat 
program 

Terlibat dalam 
kontrol sosial dan 
peningkatan literasi 
keamanan 

 
 

2. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran 
 

Pelaksanaan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di 
Provinsi Kalimantan Barat dirancang secara sistematis dan terstruktur agar setiap 
keluaran (output) yang ditargetkan dapat dicapai secara optimal sesuai dengan kurun 
waktu yang telah ditetapkan. Kurun waktu pencapaian keluaran disusun berdasarkan 
tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kegiatan yang 
melibatkan berbagai instansi terkait di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga 
desa/kelurahan. 

Setiap keluaran dirancang untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan 
Satlinmas, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan kesiapsiagaan 
masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta menghadapi 
potensi bencana. Proses ini dimulai dari penyusunan dokumen rencana kegiatan, 
pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi, pembentukan Satgas Linmas, penyediaan 
pelatihan serta sarana pendukung, sampai pada pelaksanaan simulasi dan kegiatan 
evaluasi di akhir tahun. 

Kurun waktu pencapaian keluaran ini menjadi pedoman penting dalam pengelolaan 
kegiatan agar pelaksanaannya tepat waktu, terukur, dan sesuai dengan tujuan program. 
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Selain itu, penjadwalan keluaran juga memudahkan koordinasi antarinstansi dan 
pengawasan secara periodik terhadap capaian kegiatan. 

 
Tabel Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Program 

No Keluaran yang Diharapkan Kurun Waktu 
Pencapaian 

Keterangan 

1 Tersusunnya dokumen rencana 
kegiatan pembinaan Satlinmas 
tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota 

Januari – 
Februari 

Merupakan output awal 
perencanaan program 
berdasarkan hasil koordinasi 
lintas sektor 

2 Terlaksananya sosialisasi dan 
koordinasi lintas instansi di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota 

Februari – 
Maret 

Diperlukan untuk 
menyamakan persepsi dan 
pembagian peran antar 
pemangku kepentingan 

3 Terbentuknya struktur Satgas 
Linmas tingkat kecamatan dan 
Satlinmas desa/kelurahan 

Maret – April Hasil dari tindak lanjut 
koordinasi dan fasilitasi dari 
Satpol PP dan pemerintah 
daerah 

4 Terlaksananya pelatihan dasar 
dan lanjutan bagi anggota 
Satlinmas 

April – Juni Melibatkan narasumber dari 
Satpol PP, BPBD, dan instansi 
teknis lainnya 

5 Tersedianya sarana dan 
perlengkapan pendukung 
operasional Satlinmas 

Juni – Juli Distribusi logistik dilakukan 
setelah verifikasi kebutuhan 
dan alokasi anggaran 

6 Terlaksananya simulasi 
penanganan gangguan 
ketenteraman dan 
penanggulangan bencana 

Juli – Agustus Meningkatkan kesiapsiagaan 
Satlinmas di wilayah rawan 
konflik dan bencana 

7 Terselenggaranya monitoring dan 
evaluasi kegiatan Satlinmas di 
kabupaten/kota 

September – 
Oktober 

Melibatkan Bappeda, Satpol 
PP Provinsi, dan unsur 
pengawas lainnya 

8 Tersusunnya laporan akhir 
pelaksanaan program dan 
rekomendasi penguatan 
kelembagaan 

November – 
Desember 

Menjadi bahan evaluasi dan 
perencanaan kegiatan tahun 
berikutn 

 
 
3. Sasaran 

Sasaran dari program ini adalah hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan 
yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan 
ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun sasaran 
tersebut meliputi: 
 

No. Sasaran Program Uraian Lengkap Relevansi Regulasi / 
Isu Strategis 

1 Peningkatan 
Kapasitas dan 
Profesionalisme 
Satlinmas 

Meningkatkan kompetensi 
anggota Satlinmas melalui 
pelatihan teknis, pembekalan bela 
negara, pengenalan mitigasi 
bencana, dan simulasi tugas 
lapangan, agar mampu berperan 
aktif dalam menjaga ketertiban 
umum, menangani konflik sosial, 

Permendagri No. 26 
Tahun 2020 Pasal 10 
dan 11 tentang 
Penyelenggaraan 
Pelindungan 
Masyarakat 
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No. Sasaran Program Uraian Lengkap Relevansi Regulasi / 
Isu Strategis 

serta merespons bencana secara 
sigap dan terstruktur. 

2 Terbentuknya Satgas 
Linmas di Tingkat 
Kabupaten/Kota dan 
Kecamatan 

Mendorong pembentukan Satgas 
Linmas secara resmi dan 
fungsional di setiap wilayah 
kabupaten/kota, kecamatan, dan 
kelurahan/desa, disertai SK 
Kepala Daerah dan didukung 
sistem pelaporan yang tertib dan 
digital. 

Mendukung Pasal 12 
s.d. 16 Permendagri 
26/2020 dan Surat 
Edaran Kemendagri 
terkait optimalisasi 
Satgas Linmas. 

3 Penguatan Koordinasi 
dan Sinergi Lintas 
Sektor 

Mewujudkan kerjasama dan peran 
aktif antar-OPD, instansi vertikal, 
dan masyarakat dalam 
mendukung program 
ketenteraman dan ketertiban 
melalui forum koordinasi, integrasi 
program, dan pelibatan dalam 
penanganan kejadian luar biasa, 
termasuk dalam kegiatan 
Posyandu dan penanggulangan 
bencana. 

Merujuk prinsip "whole 
of government" dan 
"whole of society" 
dalam tata kelola 
pemerintahan daerah. 

4 Digitalisasi Tata Kelola 
Satlinmas Melalui 
Aplikasi Simlinmas 

Meningkatkan efisiensi 
pendataan, pelaporan kegiatan, 
keanggotaan, serta dokumentasi 
kegiatan Satlinmas dan Satgas 
Linmas melalui optimalisasi 
Aplikasi Simlinmas yang 
terintegrasi antara provinsi dan 
kabupaten/kota. 

Mendukung 
transformasi digital 
layanan publik dan 
penguatan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
(SPBE). 

5 Meningkatnya Kinerja 
Pengawasan, 
Pemantauan, dan 
Evaluasi 

Menyelenggarakan Monev secara 
periodik oleh Tim Provinsi 
terhadap kabupaten/kota sasaran 
untuk menilai efektivitas 
pembentukan Satgas Linmas, 
pemanfaatan aplikasi, dan 
keberlanjutan kegiatan 
peningkatan kapasitas. Hasil 
Monev menjadi dasar perbaikan 
kebijakan dan program tahun 
berikutnya. 

Sesuai siklus 
manajemen 
pembangunan daerah 
dan prinsip evaluasi 
berbasis kinerja. 

6 Peningkatan Peran 
Satlinmas dalam 
Mendukung Program 
Lintas Sektor 
(Posyandu, 
Penanggulangan 
Bencana, Ketahanan 
Sosial) 

Satlinmas diberdayakan untuk 
menjaga keamanan dan 
kelancaran pelaksanaan 
Posyandu, kegiatan sosial 
masyarakat, serta siaga terhadap 
potensi gangguan ketertiban dan 
bencana. Hal ini menjadikan 
Satlinmas bagian dari sistem 
perlindungan sosial masyarakat. 

Selaras dengan 
Permendagri No. 13 
Tahun 2024 tentang 
Posyandu dan 
Permendagri 26/2020 
tentang Satlinmas. 

7 Meningkatnya 
Kepedulian dan 
Partisipasi Aktif 

Masyarakat diberdayakan melalui 
kegiatan sosialisasi, penyuluhan, 
dan pelibatan dalam forum 

Menguatkan pilar 
partisipasi publik 
dalam pembangunan 
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No. Sasaran Program Uraian Lengkap Relevansi Regulasi / 
Isu Strategis 

Masyarakat dalam 
Menjaga Ketertiban 
dan Ketenteraman 

desa/kelurahan agar ikut menjaga 
ketertiban lingkungan, 
mendukung program Satlinmas, 
dan aktif dalam kesiapsiagaan 
bencana. 

daerah dan 
pengelolaan 
keamanan berbasis 
komunitas. 

 
4. Biaya Yang Diperlukan 

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Barat, Kegiatan Penanganan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) 
Daerah Provinsi dan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan 
Masyarakat diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp. 287.448.000,00 pada T.A. 2026.  
Adapun alokasi anggaran ini difokuskan untuk membiayai berbagai kegiatan strategis, 
antara lain: 
1. Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Satgas Linmas di tiga kabupaten/kota (Kota 

Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah), mencakup koordinasi 
lintas perangkat daerah, pembentukan tim, dan penyusunan dokumen pendukung. 

2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Satlinmas dan Satgas Linmas, mencakup 
operasional teknis pelaksanaan kegiatan. 

3. Pemantauan, Evaluasi, dan Supervisi oleh Tim Provinsi ke daerah sasaran, untuk 
memastikan proses pembentukan Satgas Linmas berjalan sesuai ketentuan 
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta target kinerja yang telah ditetapkan. 

4. Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Simlinmas, guna mendukung 
sistem pelaporan, pendataan anggota, serta dokumentasi kegiatan Satlinmas berbasis 
digital. 

5. Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Kegiatan, termasuk pencetakan laporan, 
pembuatan video dokumenter, serta pelaporan akhir kepada pimpinan daerah dan 
kementerian terkait. 

Anggaran sebesar Rp287.448.000,00 ini bersumber dari APBD Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 melalui pos belanja kegiatan pada Bidang 
Perlindungan Masyarakat Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat, dan diharapkan mampu 
memberikan output konkret berupa terbentuknya Satgas Linmas di wilayah sasaran, 
peningkatan kapasitas anggota, serta terbangunnya sistem informasi Satlinmas yang 
terintegrasi. 

Dengan alokasi anggaran ini, program diharapkan dapat memberikan dampak 
nyata terhadap peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan 
masyarakat secara berkelanjutan. 
 

 
 Penanggungjawab 

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 
Kalimantan Barat, 
 

PARAF HIRARKI   

Kasi Pelatihan dan Mobilisasi    

   
  Marselinus Franata, S.STP., M.A.P. 
  Pembina/(IV/a) 
  NIP. 19840730 200312 1 001 

 



































































































































































































KERANGKA ACUAN KERJA / TOR 
 

Program 
PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM 

Kegiatan 
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
Lintas Daerah Kabupaten / Kota   dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

Sub Kegiatan  
Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan 
Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah 

Latar Belakang Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Mutu 
Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan 
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;   

10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 
Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Perubahan  Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
Provinsi Kalimantan Barat.   



Gambaran 
Umum 

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 

peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

sebagai Perangkat Daerah yang diberikan tugas pokok dan 

fungsi untuk melaksanakan satu   diantara urusan wajib 

pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat.  

Amanat tersebut di atas tercantum dalam Pasal 255 ayat (1) 

bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk 

menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan 

perlindungan masyarakat. 

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan 

urusan wajib, maka diwajibkan pula untuk menerapkan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pemenuhan Jenis 

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak 

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.  

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi 

Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar 

secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan 

Mutu Pelayanan Dasarnya sebagaimana yang tlah ditetapkan 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Mutu 

Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Kegiatan Uraian 
Kegiatan 

1. Memberikan pelayanan ganti rugi materiil kepada 
masyarakat akibat penegakan hukum terhadap 
pelanggaran Perda dan Perkada 

2. Memberikan pelayanan pengobatan kepada masyarakat 
akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan 

Perkada  

Indikator 
Kinerja 

Jumlah laporan layanan dampak penegakan Perda dan 

Perkada yang terlayani 

Batasan 
Kegiatan 

Bulan Januari - Desember  Tahun 2026 

Maksud dan Tujuan Kegiatan Maksud kegiatan ini adalah : memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang terdampak akibat penegakan Perda dan 
Perkada  

Tujuan kegiatan ini adalah : sebagai pemenuhan jenis 
pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak 
diperoleh oleh warga negara Indonesia secara minimal.  

Cara Pelaksanaan Kegiatan 
 

1. Memberikan pelayanan ganti rugi materiil 
2. Memberikan pelayanan pengobatan 



Tempat Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat 

Pelaksana & Penanggungjawab 
Kegiatan 

 

Pelaksana Kegiatan :  
 
 

Kepala Seksi Penegakan 
 
 

Penanggung Jawab Kegiatan :    
 

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 

Jadwal Triwulan I – Triwulan IV Tahun  2026 

Biaya Rp. 9.747.000,- 

 
 Pontianak, 4  Juli  2025 

 
Penanggung Jawab Kegiatan 

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah, 

Pelaksana Kegiatan 
Kepala Seksi Penegakan, 

 
 
 

Eddy Karmilan, S.H., M.E. 
Pembina Tingkat I / IV.b 

NIP. 19690501 199803 1 008 

 
 
 

Marbun, S.Sos 

Penata Tingkat I / III.d 
NIP. 19750811 200502 1 002 

   



KERANGKA ACUAN KERJA / TOR 
 

PROGRAM 

 

 
 

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
 
 

 

KEGIATAN 
 

 

Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 
Gubernur 

 
 

 

SUB KEGIATAN 

 

 
 

Dukungan Operasional Sekretariat PPNS 
 

Latar Belakang 
 

Dasar Hukum 
 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan 

Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan 

Masyarakat; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 

tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat;  

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 

perlindungan Masyarakat; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 

10. Peraturan     Gubernur     Nomor     120     Tahun     

2016   tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Kalimantan Barat. 

 
 

Gambaran 
Umum 

 
 

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang memuat ciri 
khas setiap daerah serta penjabaran dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah 



memuat ketentuan sanksi administratif serta sanksi pidana 
berupa kurungan dan denda yang dimaksudkan agar 
Peraturan Daerah tersebut memiliki sanksi bagi setiap 
masyarakat yang melakukan pelanggaran sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
Dalam rangka optimalisasi penegakan Peraturan Daerah 
dan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu 
peningkatan kualitas dan pemberdayaan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Barat melalui 
koordinasi antar PPNS pada Sekretariat PPNS Provinsi 
Kalimantan Barat. 
 
 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 pada 
Pasal 8 menyatakan bahwa dalam melaksanakan 
penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja bertindak 
selaku Koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

Keberadaan Sekretariat PPNS merupakan wadah 
koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS baik yang berada di 
Satuan Polisi Pamong Praja maupun yang berada di 
masing-masing perangkat daerah lingkup Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat. 
 

 
 

 

Dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan Peraturan 
Daerah yang dilakukan oleh PPNS perlu peningkatan 
sinergitas antar PPNS lingkup Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat dalam membangun kesadaran dan 
ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang telah 
ditetapkan guna menciptakan kondisi daerah yang kondusif, 
ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. 
 

Optimalisasi kinerja PPNS menjadi penting dan bernilai 
strategis bila dikorelasikan dengan kenyataan bahwa 
perilaku sebagian masyarakat yang melanggar Peraturan 
Daerah, pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang 
tidak sesuai dengan kebijakan daerah dan ketentuan hukum 
yang berlaku serta perilaku sosial sebagian warga 
masyarakat yang tidak sesuai norma sosial dan ketertiban 
umum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib di 
Kalimantan Barat. 
 
 
 

 

Kegiatan 
 

Uraian Kegiatan 
 

1. Dukungan kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh 
Sekretariat PPNS. 

2. Penyusunan rencana pelaksanaan dan strategi 
pencapaian kegiatan. 

3. Pengelolaan arsip dan dokumentasi. 
4. Kegiatan dukungan operasional lainnya sesuai 

kebutuhan. 
 

 
 

Indikator Kinerja 

 

 

Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS 

 
 

Batasan 
Kegiatan 

 

 

Januari – Desember 2026 

 

Maksud dan Tujuan Kegiatan 
 

Maksud :  
Terlaksananya operasional PPNS dalam Penegakkan Perda 



Provinsi Kalbar secara non yustisi atau pro yustisi. 
 

Tujuan : 
Mengoptimalkan kinerja dan operasional PPNS dalam 
menegakkan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan 
Barat. 

 

Cara Pelaksanaan Kegiatan 
 

Penyediaan sarana prasarana alat tulis kantor, pengelolaan 
laporan, pelaksanaan rapat, pengelolaan arsip, koordinasi, 
dan dukungan operasional sesuai dengan kebutuhan 
Sekretariat PPNS.  

 

Tempat Pelaksanaan Kegiatan 
 

Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat 

 

 

Pelaksana dan Penanggungjawab 
Kegiatan 

 

Pelaksana Kegiatan :  

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga 

Penanggung Jawab Kegiatan  :  

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

 

 

Jadwal 

 

 

Triwulan I – Triwulan IV Tahun  2026 
 

Biaya 

 

 

Rp. 37.451.000,- 

 

 Pontianak, 4  Juli  2025 

Penanggung Jawab Kegiatan 
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah 
 
 
 

Eddy Karmilan, S.H., M.E. 
Pembina Tingkat I / IV.b 

NIP 19690501 159803 1 008 

Pelaksana Kegiatan 
Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga 

 
 
 
 

Widodo Juliarto, S.H. 
Penata Tingkat I / III.d 

NIP. 19710709 200502 1 001  

 



KERANGKA ACUAN KERJA / TOR  

 

 

 
 

 

PROGRAM  
 

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
 

KEGIATAN  
 

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 
 
 

SUB KEGIATAN  Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam 
Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 

 

Latar Belakang Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Kerjasama Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan 

Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan 

Masyarakat; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 

tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat;  

9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 

10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Kalimantan Barat.    

 Gambaran 
Umum 

Secara hirarki kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 



(1) huruf e yang menegaskan bahwa ketenteraman, ketertiban 
umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib 
yang bersifat pelayanan dasar serta Pasal 255 ayat (1) 
menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk 
untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 
perlindungan masyarakat. 
 
Penegakan Perda dan Pergub merupakan aspek penting 
dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di 
masyarakat. Namun, pelaksanaan penegakan Perda dan 
Pergub seringkali dihadapkan pada kompleksitas 
permasalahan yang melibatkan berbagai pihak serta 
kebutuhan akan sumber daya dan koordinasi yang efektif. 
 

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kerja sama 
antar perangkat daerah, lembaga penegak hukum, organisasi 
masyarakat sipil dan sektor swasta serta pembentukan 
kemitraan menjadi solusi penting dalam memperkuat 
penegakan Perda dan Pergub. Ini tidak hanya membantu 
dalam pertukaran informasi dan sumber daya, tetapi juga 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya 
mematuhi Perda dan Pergub. 
 

Pola kerja sama dan kemitraan dalam penegakan Perda dan 
Pergub menjadi langkah strategis untuk mencapai 
ketenteraman, ketertiban umum yang berkelanjutan di Provinsi 
Kalimantan Barat menjadi model untuk dilaksanakan. 

 

Kegiatan Uraian Kegiatan 1. Melakukan sinergitas antar lembaga pemerintah di daerah 
dalam rangka Penegakkan Hukum Perda dan Pergub. 

2. Mengoptimalkan penegakkan hukum Perda dan Pergub. 
3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait 

dalam pelaksanaan Penegakan Perda dan Pergub 
 

 Indikator Kinerja Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga 

dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan Perda 

 

 Batasan 
Kegiatan 

 

Januari - Desember  2026   

Maksud dan Tujuan Kegiatan Maksud :  

Terjalinnya kerjasama dan hubungan Satuan Polisi Pamong 
Praja dengan perangkat daerah dan instansi/lembaga terkait 
sebagai wujud pola kemitraan dan saling menghormati sesuai 
dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. 
 

 

Tujuan : 

Mengoptimalkan peran PPNS dan anggota Satuan Polisi 
Pamong Praja dengan perangkat daerah, instansi/lembaga 
dan kemitraan lain dalam melaksanakan penegakan Perda 
dan Pergub di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Cara Pelaksanaan Kegiatan Menyelenggarakan pertemuan dalam rangka menjalin 
koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah dan 
lembaga/instansi terkait dengan mengikutsertakan peran dari : 
1. Aparatur penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan. 
2. Perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Barat.  



3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat. 

Tempat Pelaksanaan Kegiatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat 

Pelaksana dan Penanggungjawab 
Kegiatan 

Pelaksana Kegiatan :  

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga 

Penanggung Jawab Kegiatan  :  
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jadwal Triwulan I – Triwulan IV Tahun  2026   

Biaya Rp. 52.482.600,-   

 

 Pontianak, 4  Juli  2025 
 

Penanggung Jawab Kegiatan 

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Kepala Daerah 

 

 

Eddy Karmilan, S.H., M.E. 

Pembina Tingkat I / IV.b 

NIP 19690501 159803 1 008 

Pelaksana Kegiatan 

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga 

 

 

 

Widodo Juliarto, S.H. 

Penata Tingkat I / III.d 

NIP. 19710708 200502 1 001 

 



KERANGKA ACUAN KERJA / TOR  

 

 
 

PROGRAM  
 

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
 

KEGIATAN 
 

 
 

Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 
Gubernur 

 

 

SUB KEGIATAN 
 

 

Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak 
Peraturan Daerah 

 

Latar Belakang Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan 

Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan 

Masyarakat; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 

tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat;  

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 

perlindungan Masyarakat; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 

10.  Peraturan     Gubernur     Nomor     120     Tahun     2016   

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 



Provinsi Kalimantan Barat. 
 

 Gambaran Umum Guna meningkatkan profesionalitas PPNS dalam penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam menunjang 
pelaksanaan proses penyidikan, diperlukan tata cara 
pemberkasan administrasi penyidikan yang tertata dan 
terkelola secara.  
 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran penting 
dalam menjaga kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan 
Peraturan Gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, 
pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS menjadi 
krusial. Hal ini penting karena: 
1. Transparansi dan Akuntabilitas.  

Pemberkasan memastikan tindakan PPNS 
terdokumentasi, meningkatkan transparansi, dan 
akuntabilitas. 

2. Efisiensi Penyidikan. 
Sistem pemberkasan yang baik mempercepat penanganan 
kasus pelanggaran. 

3. Perlindungan Hak Individu  
Pemberkasan menjaga hak individu yang terlibat dalam 
penyidikan. 

4. Pengambilan Keputusan 
Dokumen yang tertib mendukung pengambilan keputusan 
yang lebih baik. 

 

 

5. Peningkatan Penegakan Hukum 
Sistem yang efektif meningkatkan kualitas penegakan 
hukum oleh PPNS. 

 
 
 

Kegiatan 
 

Uraian Kegiatan 
 

1. Pendokumentasian informasi yang meliputi membuat 
catatan dan dokumen terkait data pelanggaran. 

2. Penyusunan Berkas Perkara sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

3. Pengkajian dan analisis hukum dalam rangka memeriksa 
keabsahan bukti dan kesesuaian tindakan dengan 
ketentuan yang berlaku. 

4. Pemantauan dan Pemeliharaan Berkas. 
5. Pengarsipan dan Pelaporan. 

 

 
 

Indikator Kinerja 
 

Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas 
Pelanggaran Perda 

 

 
 

Batasan Kegiatan 

 

 

Januari – Desember 2026 
 

Maksud dan Tujuan Kegiatan 
 

Maksud :  

Terciptanya pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah 
Provinsi Kalbar secara non yustisi atau pro yustisi oleh PPNS 
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. 
 

 

Tujuan : 

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan aparatur, 
masyarakat/badan usaha dan sekaligus sebagai edukasi 
positif dalam menyikapi Peraturan Daerah di Provinsi 
Kalimantan Barat. 

 

 

Cara Pelaksanaan Kegiatan 
 

Penyediaan sarana prasarana alat tulis kantor, pengelolaan 



 
 
 

laporan, pelaksanaan rapat, pengelolaan arsip, koordinasi, 
dan dukungan operasional sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

Tempat Pelaksanaan Kegiatan 
 

Kabupaten/Kota, Se Kalimantan Barat 

 

 

Pelaksana dan Penanggungjawab 
Kegiatan 

 

Pelaksana Kegiatan :  

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga. 

Penanggung Jawab Kegiatan  :  

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah. 

 

 

Jadwal 

 

 

Triwulan I – Triwulan IV Tahun  2026 
 

Biaya 

 

 

Rp. 35.343.100,- 

 

 Pontianak, 4  Juli  2025 

Penanggung Jawab Kegiatan 
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah 
 
 
 

Eddy Karmilan, S.H., M.E. 
Pembina Tingkat I / IV.b 

NIP 19690501 159803 1 008 

Pelaksana Kegiatan 
Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga 

 
 
 
 

Widodo Juliarto S.H. 
Penata Tingkat I / III.d 

NIP. 19710709 200502 1 001  

 



KERANGKA ACUAN KERJA / TOR 
 

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Sasaran Program  
Prosentase masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman 
dan ketertiban umum 

Kegiatan 
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 
Gubernur 

Sub Kegiatan 
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daeran dan 
Peraturan Gubernur 

Latar Belakang Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan 

Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan 

Masyarakat; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016  tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat; 

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;   

10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 
Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Perubahan  Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 



dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
Provinsi Kalimantan Barat.     

Gambaran Umum Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 
peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah sebagai Perangkat Daerah yang diberikan tugas 
pokok dan fungsi untuk melaksanakan satu   diantara urusan 
wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban 
umum dan perlindungan masyarakat. 

Sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014, Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan 
Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 
menyelenggarakan perlindungan masyarakat.  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu 
tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan 
penertiban non yustisial, menindak bagi yang mengganggu 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelidikan 
terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada, dan tindakan 
administratif. Kewenangan yang cukup besar tersebut 
semestinya dapat dimaksimalkan oleh Satuan Polisi Pamong 
Praja. 
 

Namun pada kenyataannya, masih terdapat tugas dan 
kewenangan selaku penegak Perda dan/atau Perkada perlu 
semakin dioptimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 
Disamping itu, dalam berhadapan dengan sekelompok 
masyarakat perlu dikedepankan pendekatan atau cara-cara 
yang persuasif dan humanis agar tidak menimbulkan konflik 
dan kegaduhan di masyarakat.  

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan 
Peraturan Gubernur melalui sub kegiatan Penanganan Atas 
Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 
Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka 
mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di 
Kalimantan Barat.  

Kegiatan Uraian Kegiatan 1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap aktivitas kegiatan 
masyarakat, pelaku usaha yang diduga melanggar 
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 

2. melaksanakan tindak lanjut pengaduan terhadap aktivitas 
kegiatan usaha, masyarakat yang diduga melakukan 
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 

3. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat 
daerah lainnya dan instansi terkait dalam menangani 
aktivitas masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran 
Peraturan Daerah. 

Indikator Kinerja Prosentase Perda / Perkada yang ditegakkan 

Batasan Kegiatan Januari – Desember 2026 



Maksud dan Tujuan Kegiatan 

 

 

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan tindakan 
terhadap pelanggar Perda atau Peraturan Gubernur yang 
sifatnya represif non yustisi dalam rangka menciptakan 
suasana yang aman, tertib dan tenteram di masyarakat yang 
manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak dengan 
tujuan akhir agar program-program pemerintah bisa 
terlaksana dengan baik guna terwujudnya roda 
pemerintahan dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat 
yang semakin meningkat. 
 

Tujuan  dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terciptanya 

kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan 

yang diatur dalam Perda dan Peraturan Gubernur agar 

tingkat pelanggaran dapat diminimalisir dan menimbulkan 

kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara 

terhadap hak dan kewajibannya, sehingga di masa 

mendatang tidak terjadi lagi bentuk – bentuk pelanggaran 

Perda dan Peraturan Gubernur yang menimbulkan kerugian 

dan bisa menghambat pelaksanaan program pembangunan 

di Provinsi Kalimantan Barat.    

Cara Pelaksanaan Kegiatan Melakukan Tindakan Non Yustisi  

Tempat Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat 

Pelaksana & Penanggungjawab 
Kegiatan 

Pelaksana Kegiatan :  
Kepala Seksi Penegakan 

Penanggung Jawan Kegiatan :  
Kepala Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Kepala 
Daerah 

Jadwal Triwulan I – Triwulan IV Tahun  2026 

Biaya Rp. Rp. 160.197.600,- 

 
 

 Pontianak, 4  Juli  2025 
 

Penanggung Jawab Kegiatan 
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah 

Pelaksana Kegiatan 
Kepala Seksi Penegakan 

 
 
 

 
Eddy Karmilan, S.H, M.E 
Pembina Tingkat I / IV.b 

NIP. 19690501 199803 1 008 

 
 
 

 
Marbun, S.Sos 

Penata Tingkat I / III.d 
NIP. 19750811 200502 1 002 
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KERANGKA ACUAN KERJA / TOR 
 
 

PROGRAM  
 

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
 
 
 

KEGIATAN 
 

 

Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 
Gubernur 

 

SUB 
KEGIATAN 

 
 

Pengawasan Atas Kepatuhan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Gubernur 

 
 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Dasar Hukum 

 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis 
Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan 
Minimal 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong 
Praja; 

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016  tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat; 

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum 
dan Perlindungan Masyarakat; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur 
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan 
Barat;   

10.Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 
Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Perubahan  Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 



Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan 

Barat. 

 
 

 

Gambaran Umum 
 

 

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja 

memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sebagai perangkat daerah yang 

diberikan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan 

satu   diantara urusan wajib pelayanan dasar bidang 

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat. 
 

 

 
 

Dalam Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan 

Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda 

dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan 

masyarakat. 
 

Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan 

Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan 

penertiban non yustisial, menindak bagi yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran Perda 

dan/atau Perkada, dan tindakan administratif. 
 

Terhadap Peraturan Daerah  yang telah ditetapkan oleh  

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama-sama 

dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat wajib 

dilaksanakan oleh perangkat daerah (Dinas/Badan) 

pengampu Peraturan Daerah dimaksud sehingga perlu 

dilakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap 

pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 

agar  Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut          

dapat berjalan efektif dan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

Kegiatan 
 

Uraian Kegiatan 
 

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. 

2. Melakukan pengawasan, pengamatan, pencarian 

pengumpulan bahan keterangan terhadap dugaan 

pelanggaran produk hukum daerah Provinsi 

Kalimantan Barat.  

3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak 

terkait, badan hukum, Perangkat Daerah dan 

aparatur terkait pelaksanaan Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Gubernur. 

 
 

Indikator Kinerja 
 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang 

Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan 



Daerah dan Peraturan Gubernur. 
 

 
 

 

 
 

Batasan Kegiatan 

 

 

 

Januari – Desember 2026 
 

Maksud dan Tujuan Kegiatan 
 

 

 

Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan pengawasan 

terhadap Perda dan Pergub yang telah ditetapkan 

sehingga penerapannya dapat berjalan dengan baik.  
 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatnya 

kepatuhan masyarakat, badan hukum dan ASN terhadap 

implementasi pelaksanaan Perda dan Peraturan 

Gubernur.  

 

 

 

Cara Pelaksanaan Kegiatan 
 

1. Melaksanakan patroli pengawasan. 

2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan 

instansi terkait. 
 

 

Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

 

 

Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat 
 

Pelaksana dan Penanggungjawab 
Kegiatan 

 

Pelaksana Kegiatan :  

Kepala Seksi Penegakan  

Penanggung Jawab Kegiatan  :  

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

 

 

 

 

Jadwal 

 
 

 

Triwulan I – Triwulan IV Tahun  2026 
 
 

Biaya 

 

 

Rp. 564.242.760,- 
 

 Pontianak, 4  Juli  2025 

Penanggung Jawab Kegiatan 
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah 

 
 

Eddy Karmilan, S.H., M.E. 
Pembina Tingkat I / IV.b 

NIP 19690501 159803 1 008 

Pelaksana Kegiatan 
Kepala Seksi Penegakan 

 

 

 
Marbun, S.Sos 

Penata Tingkat I / III.d 
NIP. 19750811 200502 1 002 

 



      

KERANGKA ACUAN KERJA / TOR  

 

 

 

 

 

PROGRAM  
 

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  

 

 

 

KEGIATAN  
 

Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur  

 

 

 

SUB KEGIATAN  
 

Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah 
Provinsi dan Peraturan Gubernur 

 

 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Dasar Hukum 

 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan 
Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peratuan Daerah Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong 
Praja Provinsi Kalimantan Barat;   

10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan 

Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan  Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang 



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan 

Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran 
Umum 

 

 

Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah  
dan Peraturan Gubernur merupakan langkah penting dalam 
menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di suatu 
daerah. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah  dan Peraturan 
Gubernur dapat merugikan masyarakat, mengganggu ketertiban 
umum dan merusak prinsip negara hukum. 

Dalam konteks ini, terdapat beberapa latar belakang yang perlu 
diperhatikan: 

1. Perlunya Kepatuhan Terhadap Hukum  

Kepatuhan terhadap hukum, termasuk Peraturan Daerah  dan 
Peraturan Gubernur, adalah pondasi utama dari sistem 
hukum yang berfungsi dengan baik. Penyelidikan dugaan 
pelanggaran menjadi langkah penting untuk menjamin bahwa 
aturan hukum dihormati oleh semua pihak. 

2. Perlindungan Masyarakat  

Penegakan Peraturan Daerah  dan Peraturan Gubernur 
bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan 
masyarakat. Melalui penyelidikan, potensi bahaya dan 
pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat dapat 
diidentifikasi dan diatasi. 

3. Keterbukaan dan Akuntabilitas  

Proses penyelidikan membantu menciptakan keterbukaan 
dalam tindakan pemerintah. Masyarakat berhak mengetahui 
bagaimana aturan diterapkan dan bagaimana pelanggaran 
hukum ditangani. Akuntabilitas pemerintah juga terjaga 
melalui proses penyelidikan yang adil dan transparan. 

4. Ketertiban dan Keharmonisan  

Penegakan hukum yang konsisten dan adil membantu 
menjaga ketertiban di masyarakat. Ini berkontribusi pada 
keharmonisan dan stabilitas daerah atau provinsi. 

5. Dampak Negatif Pelanggaran  

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah  dan Peraturan 
Gubernur dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, 
seperti kerugian finansial, kerusakan lingkungan, atau 
gangguan terhadap ketertiban umum.  

6. Peran Satuan Polisi Pamong Praja  

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran kunci dalam 
penegakan Peraturan Daerah  dan Peraturan Gubernur di 
daerah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan 
penyelidikan, mengambil tindakan penegakan hukum dan 
memastikan ketaatan terhadap regulasi hukum di daerah. 
Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelidikan 
penting untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap 
dugaan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah  dan 
Peraturan Gubernur. 



 

 

Kegiatan 

 

 

Uraian 

Kegiatan 

 

1. Identifikasi kasus dugaan pelanggaran Peraturan Daerah  dan 
Peraturan Gubernur. 

2. Pengumpulan informasi melalui berbagai sumber termasuk 
dokumen resmi, catatan, dan saksi-saksi terkait. 

3. Pemeriksaan lapangan untuk mendapatkan bukti lebih lanjut. 

4. Wawancara dengan saksi-saksi terkait. 

5. Analisis bukti dan data yang terkumpul. 

6. Penyusunan laporan penyelidikan dengan rekomendasi 
tindakan lanjutan. 

7. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait, 
badan hukum, Perangkat Daerah dan aparatur terkait 
pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah  dan Peraturan 
Gubernur. 
 

 

 
 

 

Indikator 
Kinerja 

 

 

Jumlah Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan 

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  

 

 

 Batasan 
Kegiatan 

 

Januari – Desember 2026 

 

 

Maksud dan Tujuan Kegiatan 

 
 
 

 

 

 
 

 

Maksud :  
Tercapainya investigasi dugaan pelanggaran Peraturan Daerah  
dan Peraturan Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat. 
 

Tujuan : 
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi, 
menyelidiki, dan mengumpulkan bukti terkait dugaan 
pelanggaran Peraturan Daerah  dan Peraturan Gubernur yang 
dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, guna mendukung 
proses penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 
Kalimantan Barat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cara Pelaksanaan Kegiatan 

 

 

Melakukan Penyelidikan (pengawasan, pengamatan, 

pengumpulan bahan keterangan/wasmatpulbaket) dengan cara 

identifikasi, dan pengumpulan barang bukti dugaan pelanggaran 

Peraturan Daerah  dan Peraturan Gubernur dalam rangka 

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 

Kalimantan Barat. 

 

 

 

Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

 

 

Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat. 

 

 

 

Pelaksana dan 

Penanggungjawab Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksana Kegiatan :  

Kepala Seksi Penegakan 

Penanggung Jawab Kegiatan  :  

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

 

 

 

 

 



 

 

Jadwal 

 

Triwulan I – Triwulan IV Tahun  2026 
 

 

Biaya 

 

Rp. 50.139.000,- 
 

 

 

 
 

Penanggung Jawab Kegiatan 

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Kepala Daerah 

 

 

Eddy Karmilan, S.H., M.E. 

Pembina Tingkat I / IV.b 

NIP 19690501 159803 1 008 

 
                   
                       Pontianak, 4  Juli  2025 

 

 
Pelaksana Kegiatan 

Kepala Seksi Penegakan 

 

 

 

Marbun, S.Sos 

Penata Tingkat I / III.d 

NIP. 19750811 200502 1 002 

 
































































